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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1489/KEP/413.013/2019

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMONGAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,
perlu menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Lamongan, dengan menetapkan dalam
Keputusan Bupati.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5601);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur
Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2015 Nomor  2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016
tentang  Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Lamongan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini;

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum
KESATU, adalah diagram yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan  tujuan  pendirian  organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi
pemangku kepentingan.

Peta proses bisnis sebagaimana dimaksud diktum

KESATU, disusun dengan tujuan :

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara
efektif dan efisien;

b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak
internal maupun eksternal mengenai proses
bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi,
dan tujuan; dan

c. memiliki aset pengetahuan yang
mengintegrasikan dan  mendokumentasikan
secara rinci mengenai proses bisnis yang
dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan
keputusan strategis terkait pengembangan



organisasi dan sumber daya manusia, serta
penilaian kinerja;

KEEMPAT : Peta proses bisnis mendukung integrasi dengan
proses bisnis dalam Pemerintah Daerah, dengan
Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah,

KELIMA  Keputusan ini mulai berlaky i:)ada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. 8dr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr.Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;

4. Sdr.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan  Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;

- 5. 8dr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan.
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